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   BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Globalisasi telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai 

sektor kehidupan, termasuk dalam hal administrasi pemerintahan dan 

perpajakan. Era digital dan kemajuan teknologi informasi semakin mengubah 

cara dunia berinteraksi dan berbisnis, termasuk cara pemerintah mengelola 

administrasi pajak. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem 

perpajakan, terutama sistem online, menjadi langkah penting dalam 

mengadaptasi kebijakan pajak dengan tuntutan zaman yang semakin 

terhubung secara global. 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat 

penting dan memiliki peran signifikan dalam mendukung pembangunan 

nasional. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak berfungsi untuk 

membiayai kebutuhan belanja negara, termasuk penyediaan infrastruktur, 

kesehatan, pendidikan, serta layanan publik lainnya. Dengan kata lain, pajak 

menjadi salah satu tulang punggung anggaran pendapatan dan belanja negara 

(APBN), yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional.  

Selain di tingkat nasional, pajak juga memiliki peran yang sangat 

penting sebagai sumber pendapatan daerah, terutama dalam mendukung 

program-program pembangunan dan pelayanan publik yang dikelola oleh 

pemerintah daerah, salah satu nya pemerintah daerah Kota Palembang. Kota 

Palembang sebagai salah satu kota besar di Indonesia dan pusat kegiatan 

ekonomi di Sumatera Selatan, memerlukan sumber pendanaan yang besar 

untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Pajak daerah, termasuk 

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, serta pajak bumi dan bangunan, 

menjadi salah satu komponen utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Palembang.  
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Kota Palembang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah 

satunya bersumber dari pajak daerah, adapun jenis-jenis pajak daerah nya 

mengacu pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022  tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pasal 4 ayat 2 

yang berisi :  

“Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas 

PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan); PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) ,Pajak Reklame,PAT 

(Pajak Air Tanah), Pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan), 

Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), Opsen 

BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)”.  

Instansi yang mengurus masalah pajak di Kota Palembang adalah 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang. Dalam pelayanan 

pajak daerah, proses pelaporan pajak biasanya dikenal dengan istilah Self 

Assesment System. (Siahaan, MP 2005) Sistem ini adalah suatu sistem yang 

melibatkan wajib pajak secara aktif untuk memberikan informasi tentang 

pajak terutang secara mandiri dan jujur. Dalam gagasan ini, wajib pajak diberi 

kesempatan dan kepercayaan untuk berkontribusi secara langsung dalam 

menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, dan melaporkan besaran 

pajak tersebut kepada petugas pajak (Rachdianti et al. 2016). Dalam 

menerapkan sistem pajak ini, sangat penting bagi wajib pajak untuk 

berpartisipasi secara aktif, jujur, sadar, dan disiplin dalam melaporkan 

kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

penting, terutama di kota-kota besar yang memiliki sektor pariwisata dan 

kuliner yang berkembang pesat seperti Kota Palembang. Hal ini dapat kita 

lihat dari perbandingan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari hasil 

pajak daerah Kota Palembang  tahun 2022-2024 dengan Target dan Realisasi 

Pajak Restoran di Kota Palembang tahun 2022-2024, Adapun datanya sebagai 

berikut: 
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 Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Palembang 

     Tahun 2021-2023  

No Tahun  Realisasi PAD (Pajak 

Asli Daerah) Kota 

Palembang (Rp) 

Realisasi Pajak Restoran 

Kota Palembang (Rp) 

Persentase 

Pajak 

Restoran 

terhadap 

PAD (%) 

1 2022 1.172.719.563.765 189.079.075.816 16,12  

2 2023 1.130.614.768.062 220.102.428.945 19,47 

3 2024 1.063.560.709.241 

(Data Bulan November) 

212.258.106.045 

(Data Bulan November) 

19,95 

 Sumber : Data Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang 

Dari Tabel diatas dapat kita ketahui bahwa terjadi penurunan realisasi 

PAD dari sektor pajak daerah dari tahun 2022 ke tahun 2023, dan mengalami 

penurunan kembali pada tahun 2024 namun data tahun 2024 ini masih berasal 

dari bulan November. Dari sisi realisasi pajak restoran di Kota Palembang 

mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023, namun menurun di 2024 . 

Berbeda dengan persentase pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kota Palembang dari sektor pajak daerah yang selalu mengalami kenaikan, 

Hal ini menunjukkan bahwa Pajak restoran merupakan pajak yang penting 

dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.  

Namun, pengelolaan pajak restoran sering kali dihadapkan pada 

berbagai tantangan, seperti ketidakpatuhan wajib pajak, serta ketidakteraturan 

dalam pelaporan pajak. Sistem pajak konvensional yang masih menggunakan 

metode manual sering kali tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan serta 

potensi kebocoran pajak. Oleh karena itu, banyak daerah yang mulai beralih 

untuk menerapkan sistem pajak restoran berbasis online untuk meningkatkan 

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.  

Pajak Restoran juga merupakan pajak yang dikenakan kepada 

konsumen saat mereka membeli makanan dan minuman di restoran, kafe, atau 

tempat makan lainnya. Pajak ini biasanya dihitung sebagai persentase dari 

total tagihan dan kemudian ditambahkan ke harga yang harus dibayar 
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pelanggan. Besaran pajak restoran/pajak barang dan jasa tertentu atas 

makanan dan/atau minuman diatur dalam Perda Kota Palembang Nomor 4 

Tahun 2022 Pasal 24 ayat 1 yang berisi: “Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% 

(sepuluh persen)”. 

Di Kota Palembang peraturan tentang perpajakan diatur dalam Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta 

pedoman pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 

84 Tahun 2018 tentang Tata Cara PelaporanTransaksi Usaha Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui sistem online. 

Pemaknaan pelaporan melalui sistem online inilah mengacu kepada 

penggunaan alat atau  sistem perekam data transaksi usaha melalui sistem 

monitoring device berbasis web, alat perekam data ini sering juga disebut 

dengan nama alat E-Tax atau electronic tax (Pajak elektronik). Alat ini 

digunakan untuk memudahkan pelaksanaan Self Assesment System. Regulasi 

tersebut merupakan bentuk tindak lanjut pemerintah daerah dalam rangka 

mempermudah memberikan pelayanan kepada wajib pajak daerah dalam 

bentuk pelayanan yang berbasis elektronik. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendorong pemerintah 

daerah untuk memasang alat perekam transaksi elektronik, seperti tapping 

box, di restoran, hotel, dan tempat hiburan. Langkah ini bertujuan 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak daerah serta 

mencegah kebocoran pendapatan. Meskipun KPK tidak mengeluarkan 

peraturan khusus mengenai pemasangan alat ini, mereka memberikan 

rekomendasi dan dukungan kepada pemerintah daerah untuk 

mengimplementasikannya. 

Alat perekam data transaksi usaha atau yang sering disebut dengan 

Electronic tax (E-Tax) berfungsi sebagai alat perekam data transaksi usaha 

pada tata cara pelaporan melalui sistem online dan memberikan dampak 

penting terhadap pajak daerah, termasuk di Kota Palembang yang menjadikan 

pajak sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun data 
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transaki usaha yang terekam oleh Alat perekam data transaksi usaha atau yang 

sering disebut dengan E-Tax tercantum dalam  Pasal 2 Ayat 3 Peraturan 

Walikota No 84 Tahun 2018 tentang Tata cara pelaporantransaksi usaha pajak 

hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui sistem online 

yang berisi  : 

1. Pembayaran makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli,baik 

di konsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain termasuk lauk 

pauk,nasi kotak, nasi bungkus dan makanan lain yang dibungkus/dikotak 

/dipaket/ dibawa pulang atau dikirimkan langsung melalui jasa 

pengiriman,  

2. Pembayaran pemakaian ruang rapat atau pertemuan pada restoran; 

3. Pembayaran service charge 

4. Potongan harga/voucher/diskon/ promo yang diberikan kepada penerima 

jasa restoran. 

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tujuan utama dari 

implementasi kebijakan tata cara pelaporan pajak restoran melalui sistem 

online ini, oleh Karena itu Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang 

menginginkan semua wajib pajak restoran di Kota Palembang termasuk di 

Kecamatan Plaju untuk menggunakan alat perekam data transaksi dalam 

Implementasi Tata Cara Pelaporan pajak restoran melalui sistem online agar 

menjamin terjadinya transparansi, efisiensi . 

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala sub bidang Restoran 

Bapenda Kota Palembang untuk mengetahui hal hal terkait pajak restoran, dan 

Kasubbid Restoran Bapenda Kota Palembang mengatakan dalam wawancara 

dengan penulis bahwa : 
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“Salah satu kesulitan kami dalam pengimplementasian tata 

cara pelaporan pajak restoran melalui sistem online ini kesediaan 

wajib pajak restoran, di Kota Palembang ini terdapat kecamatan, 

yaitu kecamatan plaju yang semua wajib pajak restorannya tidak 

menggunakan alat perekam data transaksi atau alat e-tax dalam 

pelaporan pajak restorannya secara online, tentunya ini berdampak 

dalam PAD Kota Palembang.” 

(Wawancara Kepala Sub Bidang Restoran Bapenda Kota       

Palembang. Palembang ,10/05/2024). 

 Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa kesediaan dari 

wajib pajak restoran sangat berdampak terhadap penggunaan alat e-tax dalam 

pelaporan pajak restoran melalui sistem online dan terdapat satu kecamatan 

yaitu Kecamatan Plaju yang semua wajib pajak nya tidak menggunakan alat 

e-tax dalam pelaporan pajak restorannya. 

Kecamatan Plaju adalah sebuah kecamatan di Kota Palembang, Sumatera 

Selatan, Indonesia. Kecamatan hasil pengembangan dari Kecamatan 

Seberang Ulu II. Sebagai salah satu kecamatan di Kota Palembang, Plaju 

terletak sekitar 13 km dari pusat Kota Palembang. 

Sama seperti kecamatan lain yang ada di Kota Palembang, kegiatan 

perekonomian di wilayah Kecamatan Plaju didominasi oleh sektor 

perdagangan dan jasa. Sektor ini mencakup berbagai jenis usaha, seperti 

restoran dan  kafe, serta berbagai tempat kuliner lainnya yang berpotensi 

memberikan kontribusi pada pajak restoran. Berikut daftar wajib pajak 

restoran aktif (terdaftar sebagai wajib pajak restoran di sistem Bapenda Kota 

Palembang) yang ada di Kecamatan Plaju, antara lain: 

Tabel 1.3 Wajib Pajak Restoran Aktif Di Kecamatan Plaju 

Tahun 2022-2024 

NO JENIS OBJEK PAJAK 2022 2023 2024 

1 
KOPERASI 

(KOPERASI WANITA PETRA CATERING) 

1 1 1 

2 

WARUNG/RUMAH MAKAN MAKAN 

(WARUNG  KOPI HAKIM/AKIUN,WARUNG NASI 

MULYADI,PECEL LELE PAHLAWAN, RM. AYAM KALASAN, RM. 

6 6 6 
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AYAM BAKAR BUMBU, RM. PAGI SORE,  WARUNG NASI 

RACHMAN, WARUNG SEDAP PLAJU) 

3 

TOKO PEMPEK  

(PEMPEK FLAMBOYAN,PEMPEK AYONG, PEMPEK VIMONA) + 

PEMPEK VENNY 2(2023,2024) 

3 4 4 

4 
SATE  

(Sate Harun) 

1  1  1  

5 
MARTABAK 

(MARTABAK TELOR MUTU BAROKAH) 

1 1 1 

6 
BAKSO 

(BAKSO MIDUN, BAKSO SOLO BARU 1, BAKSO SOLO BARU 2) 

3 3 3 

7 
TOKO ROTI 

(PT SEBAASTIAN CITRA ( ROTI’O)) 

1 - - 

 Total Objek Pajak Restoran  16 16 16 

Sumber: Data UPTD Bapenda Kecamatan Plaju   

Dari data tabel diatas dapat kita ketahui bahwa terdapat 16 wajib pajak 

aktif dari tahun 2022-2024 yang ada di kecamatan plaju yang berpotensi 

sebagai sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Palembang. Dalam rangka 

implementasi kebijakan pelaporan pajak restoran melalui sistem online dengan 

menggunakan alat perekam data transaksi usaha, pemerintah Kota Palembang  

memberikan tanggung jawab kepada  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

Kota Palembang yang bekerja sama dengan pihak Bank sebagai pihak 

penyedia alat perekam data transaksi usaha atau alat E-Tax dan Web 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota No 84 Tahun 2018 tentang tata 

cara pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, 

pajak hiburan dan pajak parkir melalui sistem online, pasal 5 ayat 1 dan 2 

yang berisi :  

1. Dalam rangka pelaksanaan sistem online pelaporan data transaksi usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dan penyajian perekaman data 

melalui sistem Monitoring Device berbasis Web sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat 1, Walikota menunjuk bank sebagai pelaksana 

operasional sistem online. 
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2. Pelaksanaan operasional sistem online oleh bank sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1, dilakukan melalui Perjanjian kerja sama dengan Badan 

Pengelolaan Pajak Daerah(Badan Pendapatan Daerah)”.  

Sistem pajak online memungkinkan proses pelaporan pajak restoran 

dilakukan dengan lebih mudah dan cepat, mengurangi potensi kesalahan 

administratif, serta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, 

penerapan sistem ini juga sejalan dengan tren globalisasi yang mendorong 

kemajuan teknologi dan digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam sektor perpajakan,contohnya pajak restoran. 

Tata cara pelaporan pajak restoran melalui sistem online menggunakan 

alat perekam data tansaksi usaha atau di Badan Pendapatan Daerah Kota 

Palembang disebut dengan alat elektronik tax (E-Tax) pada dasarnya 

bertujuan untuk mempermudah wajib pajak restoran untuk melakukan 

kewajiban pelaporan pajak restoran terhadap Pemerintah Kota Palembang 

karna semua nya sudah menggunakan sistem online, Wajib Pajak Restoran 

tidak perlu membuat rincian pendapatan (omzet) perharinya dan harus 

merangkum Kembali setiap bulannya secara manual dikarenakan semuanya 

sudah ter rekam dalam alat perekam data tansaksi usaha atau alat Electronic 

Tax ( E-Tax ),  namun sangat disayangkan masih banyak restoran yang tidak 

mau menggunakan alat perekam data tansaksi usaha atau alat Electronic Tax 

(E-Tax). Padahal tujuan utama dari pelaporan pajak restoran melalui sistem 

online menggunakan alat perekam data tansaksi usaha atau alat E-Tax dapat 

mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran 

pajaknya dan membantu tujuan pemerintah dalam meningkatkan sistem 

pengawasaan dan pemantauan pembayaran pada wajib pajak. 

Akan tetapi penerapan pelaporan pajak restoran melalui sistem online 

menggunakan alat perekam data tansaksi usaha atau alat elektronik tax 

mengalami penolakkan oleh wajib pajak restoran di Kecamatan Plaju dari 

Jumlah Target dan realisasi Pemasangan alat perekam data transaksi usaha , 

Wajib Pajak Restoran di Kecamatan Plaju yang sudah menggunakan alat 



9 
 

 Universitas Sriwijaya 

perekam data transaksi usaha pada Tahun 2022-2024 .  

Berikut ini merupakan Target Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) pada 

tahun 2022-2024 sebagai berikut : 

 

Tabel 1.4 Target  dan Realisasi Pemasangan alat perekam data transaksi usaha 

Wajib Pajak Restoran di Kecamatan Plaju Tahun 2022-2024 

No 
Tahun 

Pelaksanaan 
Target                    Realisasi 

1 2022 16 1 (Pempek Flamboyant) 

2 2023 10 0 

3 2024 10 0 

 Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2022-2024 

 

Dari tabel diatas target dan realisasi Pemasangan alat perekam data 

transaksi usaha sebagai tata cara pelaporan Pajak Restoran menggunakan 

system online di Kecamatan Plaju pada Tahun 2022-2024 mengalami 

penurunan mulai dari tahun 2023, dikarenakan perubahan Peraturan Daerah, 

yang awalnya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 

Pajak Daerah, berubah menjadi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, didalam Perda 

Nomor 4 Tahun 2023 terdapat perubahan tarif pajak restoran yang awalnya 

5% menjadi 10%, sehingga terdapat 6 wajib pajak restoran yang tidak 

memenuhi kriteria pengenaan pajak dikarenakan omzet dibawah Rp. 

9.000.000 (Sembilan juta rupiah). 

Dari Tabel diatas juga dapat diketahui bahwa penggunaan sistem 

online dalam pelaporan pajak restoran di Kecamatan Plaju oleh Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang bisa dikatakan belum berhasil 

, karena pada tahun 2022 hanya 1 Wajib Pajak restoran yaitu wajib pajak 

pempek flamboyan yang bersedia menggunakan alat perekam data transaksi 
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usaha sebagai media pelaporan melalui sistem online, namun di tahun 2023 

dan 2024 turun menjadi 0 atau dalam kata lain seluruh Wajib Pajak Restoran 

yang ada di Kecamatan Plaju tidak ada yang menggunakan alat perekam data 

transaksi usaha sebagai media pelaporan melalui sistem online, belum 

diketahui apa alasan dari tidak adanya wajib pajak restoran di Kecamatan Plaju 

yang menggunakan alat perekam data transaksi usaha sebagai media 

pelaporan melalui sistem online, namun hal ini tentunya akan berdampak 

buruk terhadap kebenaran data transaksi usaha yang diberikan oleh wajib 

pajak restoran di Kecamatan Plaju kepada Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) dan tentu saja akan berdampak kepada pendapatan asli daerah 

(PAD) Kota Palembang.   

Perlu diteliti lebih lanjut apa penyebab dari permasalahan ini, oleh 

karena itu penulis akan melakukan penelitian tesis yang berjudul 

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA CARA PELAPORAN PAJAK 

RESTORAN MELALUI SISTEM ONLINE DI KECAMATAN PLAJU 

OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini: 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Tata Cara Pelaporan Pajak Restoran 

Melalui Sistem Online Di Kecamatan Plaju Oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kota Palembang? 

2. Apa saja Faktor -faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi 

Kebijakan Tata Cara Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem Online Di 

Kecamatan Plaju Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengidentifikasi Proses Implementasi Kebijakan Tata Cara 

Pelaporan Pajak Restoran Melalui Sistem Online Di Kecamatan Plaju 

Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. 

2. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

dari Implementasi Kebijakan Tata Cara Pelaporan Pajak Restoran 

Melalui Sistem Online Di Kecamatan Plaju Oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kota Palembang.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan berguna sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pemberdayaan konsep kinerja implementasi kebijakan publik. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan   

kepada instansi pengelola pajak restoran dalam meningkatkan kinerja           dan 

kebijakan. 
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